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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Bendahara pada SKPD-SKPD di Kota 

Pontianak” merupakan penelitian yang diambil dari adanya perubahan Sistem 

akuntansi yang digunakan yaitu basis kas ke basis akrual, maka disetiap 

pemerintahan baik pusat maupun daerah telah diberikan aplikasi untuk menunjang 

kinerja dalam hal pengelolaan keuangan yang disebut Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD adalah aplikasi terpadu yang 

dipergunakan  sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk 

meningkatkan implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan 

daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, 

akuntabel dan auditable. Maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh 

penerapan dari sistem informasi dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual di 

kota Pontianak terhadap kinerja bendahara SKPD nya.  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah SKPD – SKPD yang ada 

di kota Pontianak berjumlah 29 SKPD. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang terstruktur berbentuk kuisioner dengan tujuan mencari informasi langsung 

dari pihak yang bersangkutan yakni Bendahara. Variabel penelitian yang 

mempengaruhi (X) dalam penelitian ini adalah sebagai penerapan SIPKD adalah 

pemahaman SDM dan perangkat pendukung yang digunakan, sedangkan variabel 

yang dipengaruhi (Y) adalah kinerja bendahara dengan model regresi sederhana. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pemahaman SDM dan 

Perangkat Pendukung diterima, maka dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi 

perubahan perlu yang namanya pelatihan untuk meningkatkan pemahaman SDM 

serta didukung dengan perangkat yang nantinya dapat mempermudah dan 

membantu kinerja bendahara. Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem akuntansi 

pemerintahan akan membawa dampak yang baik dalam hal efisiensi dan ektifitas 
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dari kinerja bendahara serta meghasilkan kualitas dari laporan keuangan 

pemerintahan daerah (LKPD) yang dihasilkan. 

Kata Kunci : SIPKD, Kinerja bendahara, SAP, Akrual 

 

 

Pendahuluan  

New Public Management merupakan sistem manajemen administrasi publik 

yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasilan di hampir seluruh 

negara maju. New Public Management merupakan fenomena global yang 

mempunyai tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan 

responsifitas dan memperbaiki akuntabilitas manajerial organisasi publik (Sancoko, 

2008).  

Penerapan New Public Management di Indonesia diawali dengan adanya 

reformasi di bidang keuangan dengan ditetapkannya paket undang-undang, yaitu 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 

No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaaraan Negara, dan Undang-undang No. 15 tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 

Dalam paket perundangan dimaksud ditetapkan berbagai ketentuan baru, yang 

sekaligus merupakan penyempurnaan dan perubahan yang bersifat mendasar 

terhadap berbagai ketentuan dan tata cara dalam pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara. 

Penelitian ini adalah penelitian berkelanjutan yang pada sebelumnya 

peneliti pernah meneliti tentang factor – factor yang mempengaruhi keberhasilan 

penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah Kalimantan Barat, 

dimana penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan pemerintah dalam 

menerapkan akuntansi berbasis akrual (Endang, 2012). Saat ini penulis melanjutkan 

penelitian terkait dengan penggunaan sistem informasi untuk menunjang penerapan 

akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dengan sistem 

informasi yang ada dapat membantu kinerja bendahara. Untuk keberlanjutan 

penelitian ini maka penulis kedepan akan melihat sejauh mana penerapan sistem 

informasi dalam akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas ke depan 

khususnya di kota Pontianak. Pemerintah Daerah Kota Pontianak dipilih karena 

telah melaksanakan akutansi akrual dengan bantuan Sistem Informasi yang telah 

dilakukan mulai dari awal tahun 2014. Sistem informasi yang dimaksud adalah  

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). 

SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan  sebagai alat bantu 

pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan implementasi dari berbagai 

regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, 

ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Yang mana SIPKD 

merupakan sistem informasi yang memuat proses penyusunan APBD sampai pada 

tahapan realisasinya lengkap dengan laporan keuangan beserta pencatatan kode 

rekeningnya.  



Dengan bantuan sistem informasi ini sudah tentu Pemerintah Daerah 

mengharapkan hasil kinerja bendahara dalam menghasilkan laporan keuangan 

dapat semakin berkualitas dan mempermudah para pengguna anggaran melakukan 

pertanggungjawaban.  Tetapi sebelum berbicara tentang kualitas laporan keuangan 

yang dihasilakan sudah tentu kita akan melihat sejauh mana penerapan SIPKD 

apakah terdapat hamabatan-hambatan seperti pemahaman Sumber Daya Manusia 

serta perangkat pendukung yang ada. Pemahaman SDM dan perangakat pendukung 

akan menjadi factor penting dalam penerapan SIPKD terhadap Kinerja Bendahara. 

 Dari latar belakang tersebut maka yang menjadi fokus permasalahan dalam 

penelitian ini yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Bendahara Pada SKPD-SKPD Di Kota 

Pontianak” dengan rumusan masalah adalah apakah penerapan SIPKD berpengaruh 

terhadap kinerja bendahara SKPD di Kota Pontianak. Sehingga dapat diketahui 

dengan aplikasi SIPKD ini akan sangat membantu kinerja bendahara dalam 

menyelesaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya. 

 

Tinjauan Pustaka 

New Public Management  

New Public Management (NPM) merupakan teori manajemen publik yang 

beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swata adalah lebih baik 

dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik (Mahmudi, 2010:34). 

Dengan demikian NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik yang 

paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara 

industri. New Public Management tidak selalu dipahami sama oleh semua orang. 

Bagi sementara orang, NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan 

perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean 

management; bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin 

atas aktivitas pemerintah. 

Tujuan New Public Management adalah untuk merubah administrasi publik 

sedemikian rupa sehingga kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih 

bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga 

harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. 

Tapi di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba. 

 

Teori Kontigensi 

Menurut Etzzioni (1985) dalam buku yang berjudul “Modern 

Organization” menyatakan bahwa teori kontijensi disebut juga teori kepentingan, 

teori lingkungan atasi teori situasi. Teori Kotinjensi berlandaskan pada suatu 

pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar 

apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi 

tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. 

Munculnya teori kontijensi dalam akuntansi pemerintahan berawal dari 

adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi 

pemerintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang lebih 

informatif. Sistem yang lebih informatif akan tertuju pada pasokan informasi yang 



komprehensif dan dapat diandalkan serta menyediakan dasar untuk kontrol 

keuangan pada kegiatan pemerintah. 

 

Sistem Informasi 

 Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling 

bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Sistem terdiri dari unsur – unsur 

seperti masukan(input), pengolahan (processing) serta keluaran (output). (Scott 

dalam Anwar, 2004). Menurut MC Leod, 2007 sistem dan informasi dapat 

didefinisikan : “Sistem sebagai kelompok elemen – elemen yang terintegrasi 

dengan maksud yang sama dalam mencapai tujuan akan tetapi secara umum proses 

yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya adalah dengan mengubah 

sumber daya input menjadi sumber daya output”. Sedangkan “Informasi adalah data 

yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Sedangkan data 

sendiri memiliki pengertian fakta – fakta dan gambaran yang secara umum tidak 

dapat digunakan oleh user”. Dengan demikian maka Sistem informasi dapat 

memenuhi kebutuhan informasi secara terpadu, cepat, lengkap dan akurat guna 

mendukung proses pengambilan keputusan dan menignkatkan kualitas pelayanan 

publik yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.  

 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aplikasi yang 

mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang 

mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku 

pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 

Fungsi utama aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD ) yaitu : 

a. Membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah (Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban) 

b. Menyusun laporan keuangan dengan lebih efisien dan akurat 

c. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya  

d. Menyajikan informasi yang akurat serta efektif dan efisien yang akan 

digunakan oleh pengguna laporan. 
 

Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kinerja 

bendahara. Populasi penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan dan staf 

yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah menggunakan 

aplikasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah 

Kota Pontianak dengan populasi sebanyak 29 SKPD yang terdiri dari : 1 Sekretariat,  



1 Inspektorat, 6 Kecamatan, 3 Badan, 2 Kantor dan 16 Dinas. Pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan menggunakan metode sampel jenuh yaitu bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut  Sugiyono 

(2009) sampel jenuh adalah teknik sampel bila semua anggota dijadikan sampel. 

 

 

Variabel independen di dalam penelitian adalah Pemahaman SDM (X1) dan 

Perangkat Pendukung (X2) sedangkan variabel dependen adalah Kinerja Bendahara 

(Y). Model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah:  

 

1. Uji validitas data digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya instrumen 

kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. 

2. Uji Reliabilitas Data digunakan untuk mengetahui apakah suatu kuesioner dapat 

dikatakan handal atau reliabel jika jawaban terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  

3. Uji asumsi klasik dilakukan agar tidak terjadi bias atau spurious regression pada 

hasil penelitian. 

4. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

dependen secara simultan. 

Rumusan hipotesis: 

- Hipotesis nihil: H0 :  = 0 (Pemahaman SDM dan Perangkat Pendukung 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Bendahara). 

- Hipotesis alternatif: Ha :   0 (Pemahaman SDM dan Perangkat Pendukung 
secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Bendahara) 

5. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial.  

Rumusan hipotesis: 

Ho1 : 1 ≤ 0 (Pemahaman SDM secara parsial tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kinerja Bendahara).  

Ha1 : 1 > 0   (Pemahaman SDM secara parsial berpengaruh positif 
signifikan terhadap Kinerja Bendahara). 

PEMAHAMAN 

SDM (X1) 

PERANGKAT 

PENDUKUNG 

(X2) 

KINERJA 

BENDAHARA 

(Y) 



Ho2 : 2 ≤ 0     (Perangkat Pendukung secara parsial tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap Kinerja Bendahara). 

Ha2 : 2 > 0  (Perangkat Pendukung secara parsial tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap Kinerja Bendahara). 

 

Adapun rumus regresi yang terbentuk sebagai berikut: 

 

 

Y = a + 1PSDM + 2PP + e 

Keterangan :  

Y = Kinerja Bendahara 

a = Konstanta 

1 = Koefisien regresi Pemahaman SDM 

2 = Koefisien regresi Perangkat Pendukung 

PSDM = Pemahaman SDM 

PP = Perangkat Pendukung 

e = Tingkat kesalahan penggangu 
 

 

Temuan  

Uji Validitas 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan pemahaman SDM dan 

perangkat pendukung terbukti bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (0,254) 

sehingga keseluruhan item pertanyaan tersebut dikatakan valid. Berikut hasil uji 

validitas dari masing-masing variabel: 

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Pemahaman SDM 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 0,855 0,254 VALID 

2 0,938 0,254 VALID 

3 0,941 0,254 VALID 

4 0,858 0,254 VALID 

Sumber : Data Primer yang Diolah  

 

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Perangkat Pendukung 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 0,787 0,254 VALID 

2 0,724 0,254 VALID 

3 0,846 0,254 VALID 

4 0,795 0,254 VALID 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 



 

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kinerja Bendahara 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 0,912 0,254 VALID 

2 0,949 0,254 VALID 

3 0,952 0,254 VALID 

4 0,932 0,254 VALID 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

 

Uji Reliabilitas 

Kriteria reliabilitas dikatakan reliabel bila koefisien alpha lebih besar dari 0,6. 

Sebaliknya apabila koefisien alpha lebih kecil atau kurang dari 0,6 maka 

menunjukkan tidak adanya konsistensi jawaban responden (Ghozali, 2005). Hasil 

pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Pengujian Reliabilitas Kuisioner 

Variabel Cronbach's 

Alpha 

Nilai Kritis  

Cronbach's 

Alpha 

Keterangan 

PSDM 0,910 0,60 Reliabel 

PP 0,953 0,60 Reliabel 

KB 0.778 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Selain dari nilai koefisien alpha, nilai reliabilitas dari masing-masing variabel 

juga dapat dilihat dari rtabel. Dari hasil pengujian reliabiltas data menunjukkan 

bahwa nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,254. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

  Residual 

Terstandarisasi 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,148 

Sumber: Data diolah  

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, diperoleh nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) 0,349 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model 

memiliki nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal.  

 

Uji Multikolinieritas 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas 



Variabel 
Statistik Kolinieritas 

Tolerance VIF 

 PSDM 0,638 1,568 

PP 0,638 1,568 

  Sumber: Data diolah  

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa tolerance value untuk semua variabel independen lebih besar dari 0,10 

sedangkan nilai Varians Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala 

multikolinieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t Sig. 

 PSDM 1,737 0,088 

PP 0,459 0,648 

  Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil uji Glejser diketahui bahwa tingkat signifikansi dari masing-

masing variabel independen adalah di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun variabel independen yang signifikan mempengaruhi nilai absolutnya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Berganda 
Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SDM dan perangkat pendukung 

terhadap kinerja bendahara digunakan analisis regresi linier berganda. Perhitungan 

regresi linier berganda dilakukan dengan program SPSS 21 for Windows. Hasil 

perhitungan regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 

No Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung Sig. 

1 Pemahaman SDM 0,238 2,064 0,044 

2 Perangkat Pendukung 0,495 4,159 0,000 

Koefisien determinasi (R2)        =  0,467 

Konstanta =  4,732   

F hitung =  24,999   

F tabel =   

       Sumber: Data primer diolah  

 

 



 

Dari tabel 8 tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= 4,732 + 0,238PSDM + 0,495PP + e 

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1) Konstanta bernilai 4,732 artinya variabel dependen kinerja bendahara akan 

bernilai 4,732 dengan asumsi bahwa variabel pemahaman SDM dan 

perangkat pendukung bernilai nol. 

2) Koefisien variabel pemahaman SDM menunjukkan nilai positif yaitu 

sebesar 0,238. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel 

pemahaman SDM  meningkat satu satuan, maka kinerja bendahara 

mengalami peningkatan sebesar 0,238 satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

3) Koefisien variabel perangkat pendukung menunjukkan nilai positif yaitu 

sebesar 0,495. Hal tersebut berarti bahwa apabila variabel perangkat 

pendukung meningkat satu satuan, maka kinerja bendahara akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,495 satuan dengan asumsi variabel independen 

lainnya bernilai tetap. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji F 

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji apakah semua variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dari hasil uji regresi yang 

dilakukan pada tabel 4.7, diketahui bahwa nilai F hitung pada ANOVA sebesar 

24,999 sedangkan F tabel sebesar 3,16. Dengan demikian F hitung lebih besar dari 

F tabel, serta nilai signifikansi F hitung (0,000) lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel pemahaman SDM dan perangkat pendukung secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja bendahara. 

 

Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara individual/parsial dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hal tersebut bermakna bahwa suatu variabel independen mampu 

menjelaskan adanya pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. 

Dalam hal ini, nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika nilai thitung > ttabel 

atau  -thitung < -ttabel maka Ha diterima, demikian pula sebaliknya. Selain itu juga 

dapat membandingkan tingkat signifikansinya. Jika tingkat signifikansi yang 

dihasilkan lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima dan demikian sebaliknya 

(Ghozali, 2009). Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa: 

- Pada variabel pemahaman SDM diperoleh nilai thitung 2,064 > ttabel 1,672 dengan 

sig 0,044 yang berarti variabel pemahaman SDM secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja bendahara pada satuan kerja perangkat daerah di 

kota Pontianak. 

- Pada variabel perangkat pendukung diperoleh nilai thitung 4,159 ≤ ttabel 1,672 



dengan sig 0,000 yang berarti variabel perangkat pendukung secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja bendahara pada satuan kerja perangkat 

daerah di kota Pontianak. 

 

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Hasil pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

pemahaman SDM dan perangkat pendukung memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel kinerja bendahara. 

Variabel Pemahaman SDM memiliki pengaruh secara positif signifikan 

terhadap kinerja bendahara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menemukan bahwa variabel kompetensi 

sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya 

pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pegawai yang berhubungan dengan akuntansi 

dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan 

bendahara, pelatihan SIMDA keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan 

keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Alannita dan Suaryana 

(2014) yang membuktikan bahwa kemampuan teknik pemakai sistem informasi 

akuntansi berpengaruh positif pada kinerja individu. Para pemakai sistem sangat 

memiliki peranan yang penting dalam perusahaan, karena para pemakai sistem yang 

baik dan handal akan berdampak baik pada kinerja.  

Namun, temuan tersebut tidak konsisten dengan penelitian Dalmy (2009) yang 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel SDM tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh Suparman 

(2015) yang menemukan bahwa variabel SDM tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pelaksanaan tugas kebendaharaan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya pelatihan 

dan sosialisasi yang diikuti oleh para pegawai di suatu entitas, maka akan 

meningkatkan pemahaman mereka mengenai bidang pekerjaannya, sehingga akan 

mempengaruhi semakin meningkatnya kinerja dari para pegawai.  

 

Variabel perangkat pendukung memiliki pengaruh secara positif signifikan 

terhadap kinerja bendahara. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Komarasari (2016), temuan tersebut menyatakan bahwa variabel 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah  daerah. Hasil penelitian Yuliani, dkk 

(2010) juga menemukan bahwa secara parsial variabel pemanfaatan sistem 

informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

Selain hasil penelitian di atas, Suparman (2015) juga membuktikan bahwa 

variabel sarana pendukung berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan 

tugas kebendaharaan. Begitu juga pada penelitian Liantiningsih (2016) yang 

menyatakan bahwa implementasi SIA berbasis komputer berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja bendahara.  



Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya 

dilakukan secara manual dirasa tidak efektif dan efisien dalam memberikan 

informasi yang akurat. Penyusunan laporan keuangan secara manual lebih berisiko 

terjadinya kesalahan, oleh sebab itu dengan adanya perangkat pendukung yang 

ditujukan untuk membantu pekerjaan pegawai dengan memanfaatkan perangkat 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Pemanfaatan teknologi 

informasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan dan 

perlu ditingkatkan, misalnya penggunaan komputer yang memiliki 

software/aplikasi penyusunan laporan keuangan seperti SIMDA, SIPKD atau 

SIMAKDA yang terhubung dengan internet. 

Akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Afrianti (2011) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. Hasil yang sama ditemukan oleh Sibagariang (2013) dengan membuktikan 

bahwa kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya 

jumlah perangkat pendukung pada suatu organisasi pemerintah daerah yang 

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pegawai, maka dapat mempengaruhi 

kinerja dari para pegawai. 

 

Kesimpulan 

1. Variabel pemahaman SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

bendahara. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 

yang lebih kecil dari 0,05 sedangkan pada thitung diperoleh nilai sebesar 2,064 

dengan nilai ttabel sebesar 1,672. Jadi thitung > ttabel  (2,064 > 1,672). 

2. Variabel perangkat pendukung berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

bendahara. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05 sedangkan pada thitung diperoleh nilai sebesar 4,159 

dengan nilai ttabel sebesar 1,672. Jadi thitung > ttabel  (4,159 > 1,672). 

3. Variabel pemahaman SDM dan perangkat pendukung secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja bendahara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F 

hitung pada ANOVA sebesar 24,999 sedangkan F tabel sebesar 3,16. Dengan 

demikian F hitung lebih besar dari F tabel, serta nilai signifikansi F hitung 

(0,000) lebih kecil dari 0,05. 

 

Implikasi Penelitian 

1. Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi empiris bahwa pemahaman SDM 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bendahara. Pemahaman SDM 

ini dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi terkait 

dengan perubahan sistem informasi tentang pengelolaan keuangan daerah serta 

perubahan peraturan yang diikuti oleh setiap pegawai khususnya pegawai di 

bagian penatausahaan keuangan, maka akan meningkatkan pemahaman 

mereka mengenai bidang pekerjaannya, sehingga akan mempengaruhi kinerja 

pegawai, yang dalam penelitan ini di fokuskan kepada bendahara.  



2. Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi empiris bahwa perangkat 

pendukung berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bendahara. 

Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya 

dilakukan secara manual dirasa tidak efektif dan efisien dalam memberikan 

informasi yang akurat. Penyusunan laporan keuangan secara manual lebih 

berisiko terjadinya kesalahan, oleh sebab itu dengan adanya perangkat 

pendukung yang ditujukan untuk membantu pekerjaan pegawai dengan 

memanfaatkan perangkat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

pegawai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan 

keuangan daerah sangatlah dibutuhkan dan perlu ditingkatkan, misalnya 

penggunaan komputer yang memiliki software/aplikasi penyusunan laporan 

keuangan seperti SIMDA, SIPKD atau SIMAKDA yang terhubung dengan 

internet. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin 

meningkatnya jumlah perangkat pendukung seperti pemanfaatan teknologi 

informasi serta panduan atau pedoman yang mengikuti peraturan yang berlaku 

saat ini pada suatu organisasi pemerintah daerah yang dimanfaatkan sesuai 

dengan kebutuhan pegawai akan sangat membantu mempermudah bendahara 

dalam proses pengelolaan keuangan, maka secara otomatis akan sangat  

mempengaruhi kinerja dari para pegawai. 

 

Keterbatasan Penelitian 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, karena 

diperkirakan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

bendahara. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Pontianak, 

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir pada seluruh Pemerintah 

Daerah yang ada di Indonesia. 

 

Saran 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan dalam penelitian ini dan 

menambahkan variabel independen yang diduga dapat mempengaruhi kinerja 

bendahara. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel sehingga hasil 

penelitian dapat digeneralisir. 
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